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Indonesia is the largest Muslim 
population in the world. With the largest 
Muslim population in the world, the 
country of Indonesia is take advantage 
of these conditions and can be an 
opportunity to develop the economy 
Sharia in Indonesia. With the existence 
of Islamic Economics, it can provide 
activities Islamic economy and adheres 
to Islamic principles, namely the Qur'an 
and Sunnah Hadith. The prolonged 
economic crisis that has occurred in 
Indonesia is still have not been able to 
find the light. Poverty at the bottom and 
tend to be marginalized from every 
community activity, this can lead to gap 
between the rich and the poor. Upgrade 
the community's economy means 
increasing the ability of the community 
by develop the potential of the 
community. Therefore Baitul Maal 
Mattamwil (BMT) also plays an 
important role in developing the Islamic 
Economy in Indonesia. Because this 
BMT will also be able to help in 
increasing the business economy in the 
community for the lower middle class, 
this assistance can also in the form of 
additional capital or financing to be able 
to improve a business. 
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 Sejarah Islam membuktikan betapa Masjid memiliki fungsi 
sentral dalam kehidupan kaum Muslimin, sebagai contoh adalah 
keberadaan Masjid Nabawi di Madinah pada masa Rasulullah 
SAW.Termasuk di Indonesia Islam disebarkan dan dipelajari melalui 
masjid, dimana masjidmemainkan peran penting dalam kehidupan 
masyarakat Masjid tidak saja sebagai tempat melakukan aktivitas 
ibadah kaum muslimin, melainkan sudah menjadi lembaga 
pendidikan secara umum. Melalui masjid pendidikan dan pembinaan 
ummat dilakukan secara intensif sehingga mampu melahirkan ulama-
ulama besar. 
Ikon masjid sebagai pusat ibadah sekaligus aktivitas sosial umat 
Islam juga seringkali dinodai oleh berbagai fenomena “meminta-
minta” atas nama kegiatan masjid. Dibeberapa daerah saat ini 
seringkali dijumpai mobil keliling dengan suara keras menggunakan 
microphone meminta-minta sumbangan untuk pembangunan sebuah 
masjid.Tentu saja hal ini bukan sebuah kesalahan, tetapi banyak suara 
miring mengenai hal ini. Selain menggunakan mobil yang keliling 
seringkali ke wilayah-wilayah yang jauh dari daerah masjid itu 
dibangun fenomena meminta-minta ini juga dapat disaksikan di 
beberapa masjid yang dibangun di pinggir-pinggir jalan dengan 
pengeras suara meminta sumbangan dan memasang “polisi tidur” 
agar pengendara mobil/sepeda motor memelankan laju kendaraan dan 
melemparkan sumbangannya. 
Permasalahan yang dihadapi masjid tidak berhenti sampai 
disitu. Setelah masjid terbangun tidak sedikit masjid yang dibangun 
lebih megah daripada rumah-rumah yang menempel di samping 
kanan dan kirinya masalah jamaah yang mengisi masjid pun menjadi 
masalah ketika masjid yang dibangun dengan cukup megah ternyata 
tidak sesemarak para pengisi aktifitas kemasjidannya. Permasalahan 
pengelolaan masjid menjadi permasalahan yang harus mendapat 
perhatian serius mengingat masjid adalah lembaga keagamaan yang 
memiliki fungsi sosial cukup signifikan dalam sebuah masyarakat. 
Pengelolaan masjid yang professional dan pemberdayaan masjid agar 
dapat mandiri dalam pengelolaannya tanpa harus keluar dari nilai-
nilai kemasjidan merupakan hal yang dapat menarik jamaah. 
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Ketika masyarakat yang hidup pas-pasan secara ekonomi selalu 
diminta menyumbang setiap kali ada kegiatan kemasjidan akan 
merasa terbebani ketika mengetahui ada acara yang akan 
dilangsungkan oleh takmir masjid. Hal demikian tentu saja berimbas 
pada frekuensi kegiatan yang ada di masjid, bagi masyarakat tersebut 
mungkin akan merasa tenang ketika masjid tidak banyak 
menyelenggarakan kegiatan, sehingga fungsi masjid tidak banyak 
memberikan imbas positif bagi masyarakat. Kondisi demikian akan 
berbeda dengan kondisi masjid yang sudah melakukan pemberdayaan 
secara ekonomi. Ekonomi kemasjidan yang diselenggarakan oleh 
masjid-masjid yang telah ditangani secara professional justru akan 
membuat aktifitas kemasjidan menjadi semarak tanpa harus 
memberatkan masyarakat dan masyarakat dapat beribadah dengan 
tenang dan menjalankan aktifitas keagamaan dengan semarak sesuai 
dengan nilai-nilai keislaman.  
 
Metode Penelitian  
Pembahasan 
Fungsi Masjid Zaman Rasulullah SAW 
Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, langkah pertama 
yang beliau lakukan adalah membangun masjid kecil yang 
berlantaikan tanah, dan beratapkan pelepah kurma. Dari sana beliau 
membangun masjid yang besar, membangun dunia ini, sehingga kota 
tempat beliau membangun itu benar-benar menjadi Madinah, (seperti 
namanya) yang arti harfiahnya adalah tempat peradaban, atau paling 
tidak, dari tempat tersebut lahir benih peradaban baru umat manusia. 
Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah 
Masjid Quba’, kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah. 
Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki 
Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa (QS Al-
Taubah: 108), yang jelas bahwa keduanya: Masjid Quba dan Masjid 
Nabawi dibangun atas dasar ketakwaan, dan setiap masjid seharusnya 
memiliki landasan dan fungsi seperti itu. Itulah sebabnya mengapa 
Rasulullah SAW meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga 
mereka sebut masjid, dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan 
samph dan bangkai binatang, karena dibangunkan tersebut tidak 
dijalankan fungsi masjid yang sebenarnya, yakni ketakwaan. 
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 Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para 
jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktiftas 
sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Konsep pemberdayaan 
menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap 
pemanfaatan sumber daya masjid yang ada. Komunitas yang 
diberdayakan tidak dipandang sebagai komunitas yang menjadi objek 
pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang 
memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. 
Kegiatan pemberdayaan komunitas dalam hal ini umat Islam 
(mustahik) dapat dilakukan melalui pendampingan dengan 
memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek 
pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi 
sumber produktif dan mengembangkan jaringan. 
Pengembangan sumber daya ekonomi jamaah dalam 
membangun masjid dan memberdayakan jamaah, merupakan sebuah 
cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah 
pemberdayaan umat. Cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang 
sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam 
idealnya masjid adalah pilar utama dan terpenting bagi pembentukan 
masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk 
secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap 
sistem, akidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat 
dimunculkan kecuali di masjid.  
Melihat gejala yang sedang berkembang di tengah umat 
diperlukan paradigma baru dalam melihat pemberdayaan ekonomi 
umat ini.Mereka harus diposisikan sebagai subjek dalam 
pemberdayaan karena mereka merupakan bagian inklusif dan sentral 
dalam pembangunan ekonomi makro, perlu dilakukan pola 
pembangunan kemitraan baik antar masyarakat, masyarakat-
pemerintah, swasta-NGO yang merupakan modal sosial (social 
capital) terbesar dalam membangun masyarakat. Modal sosial ini 
menjadi jalan tengah sistem kapitalis yang sangat mengedepankan 
individu. Pemerintah-masyarakat dan pemangku kepentingan (stake 
holder) lainnya perlu bekerja sama dengan azas kesetaraan demi 
kepentingan kolektif untuk mendapatkan pemenuhan hak rakyat. 
Terdapat dua cara transfer sumberdaya ekonomi umat: 
Pertama, secara komersil yang terjadi melalui aktivitas ekonomi. 
Kedua, secara sosial terjadi dalam bentuk bantuan seperti zakat, infaq 
dan shadaqah. Adanya dua transfer sumber daya ekonomi ini 
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merupakan potensi umat, karena tidak semua orang mampu 
melakukan proses dan aktivitas ekonomi (Abdul Hasan Sadeq, 1998: 
12).   
Bagi yang sehat, kuat jasmani dan memiliki kesempatan, ia 
dapat memperoleh sumber kehidupannya dari aktivitas ekonomi. 
Tapi, bagi sebagaian lain yang tidak mampu, Islam melindungi 
dengan social economic security insurance dalam bentuk zakat, infak 
dan shadaqah. Tentunya, penyerahan zakat ini harus diatur dan 
didistribusikan serta dimanfaatkan seproporsional mungkin.Muncul 
harapan yang dilontarkan dalam berbagai seminar tentang ekonomi 
Islam berbasis masjid.Bagi pakar ekonomi Islam, Syafi’i Antonio, hal 
ini menjadi harapan besar pengembangan ekonomi berbasis masjid 
dalam bentuk mengembangkan potensi ekonomi masjid yang telah 
ada karena selama ini banyak potensi yang terabaikan dalam bentuk 
wadah usaha koperasi syariah yang mewadahi potensi ekonomi 
masjid tersebut. 
Masjid Sarana Fungsi Sosial 
Ketika nabi Muhammad hijrah dari Mekkah menuju Madinah, 
saat tiba dan diterima oleh masyarakat Madinah, yang pertama kali 
beliau cari adalah tempat untuk mendirikan masjid. Dalam memilih 
lokasi masjid bukan beliau yang menentukan, melainkan onta yang 
dibiarkan untuk memutuskan dimana tempat akan didirikan masjid. 
Onta tersebut merebahkan diri, berlutut di tempat penjemuran kurma 
milik Sahl dan Suhail bin ’Amr, kemudian tempat itu dibeli oleh nabi 
sebagai tempat untuk membangun masjid yang saat ini dikenal 
dengan Masjid Nabawi (Haekal, 1982: 214). Dalam pragmen ini ada 
dua pertanyaan yang cukup menarik untuk kita pertanyakan, pertama, 
kenapa masjid yang pertama kali beliau bangun, kenapa bukan istana 
?, kedua, mengapa onta yang menentukan tempat bukan beliau? 
Jawaban pertama; istana merupakan simbol dari birokrasi keduniaan 
yang sekuler dan profan sedangkan masjid merupakan simbol 
transeden keakhiratan yang religius dan sakral. Isyarat yang 
dinyatakan dalam pembangunan masjid ini menjadi sebuah simbol 
arah pembangunan dan kekuasaan dalam Islam. Oleh karena itu 
dalam masyarakat Islam, masjid memiliki posisi strategis dalam 
memaknai religiusitas masyarakatnya. Terlebih pada fase awal 
kekuasaan Islam ini, masjid memiliki fungsi yang cukup luas 
(multifungsi). Tidak hanya sebagai tempat pembinaan spiritual 
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melalui kegiatan ibadah ritus-personal, tapi juga sentral kegiatan 
publik, kebudayaan dan pusat pemerintahan Islam saat itu (Badri 
Yatim, 2001: 26 ). 
Kondisi ini menyiratkan kepada kita bahwa masjid menjadi 
tonggak dan pijakan awal transformasi sosial masyarakat Islam. 
Masjid adalah bagian dari agen perubahan. Berbagai perubahan sosial 
di Madinah tidak terlepaskan dari keberadaan masjid yang dibangun 
Nabi di madinah saat itu. Kehidupan masjid saat itu mengajarkan 
sikap egaliter, disiplin, kebersamaan dan kesatuan visi dunia-akhirat. 
Penguatan mentalitas masyarakat melalui masjid dilakukan 
bersamaan dalam membangunan tatanan dan pranata sosial di 
Madinah.  
Kedua, secara historis tidak ada informasi yang menyampaikan 
kenapa nabi memilih onta untuk menentukan tempat didirikannya 
masjid. Melihat sikap nabi yang selalu mengutamakan kebersamaan 
dalam rangka penyatuan muhajirin dan anshar, beliau tidak 
memutuskan sendiri walau dipersilahkan oleh kaum muhajirin dan 
anshar. Beliau menyerahkan kepada onta sebagai sikap pengambilan 
keputusan menggambarkan bahwa egosentris sosial dalam 
membangun masjid harus dilebur. Dalam menentukan masjid tidak 
ada ego Muhammad, tidak ada ego muhajirin dan tidak ada ego 
anshor. Pada saat itu onta lah yang terpilih sebagai apparatus 
pengambilan keputusan yang paling netral. Hal ini menjelaskan 
bahwa urgensi pembangunan masjid selain untuk tempat kegiatan 
spiritual, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum 
muslimin dan mempertalikan jiwa mereka.  
  Masjid pada zaman Nabi Muhammad merupakan sebuah 
ruangan terbuka yang luas, keempat temboknya dibuat daripada batu 
bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang 
sebagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian lagi 
digunakan tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki 
tempat tinggal. Dekat masjid ini pula Nabi Muhammad tinggal. 
Masjid yang multifungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, 
kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, 
memiliki makna penggabungan etos spiritualitas dalam kegiatan 
kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena kepemimpinan tunggal yang 
memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan 
kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi (Munawir Sadjali, 1993:  
21). Keberlangsungan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi 
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Muhammad tidak ditentukan oleh Nabi dan tidak ada satu teks pun 
dalam al-Qur’an dan al-Hadist yang secara langsung mengatur tata 
cara pergantian kepemimpinan setelah Nabi. Menariknya adalah 
terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah karena Nabi Muhammad 
pernah memilih beliau sebagai imam shalat Jum’at. Analogi antara 
imam shalat di masjid dengan kepala Negara yang mengatur urusan 
politik masyarakat adalah pentingya kepala umat bukan berada dalam 
kompetensi dan kekuasaan yang diberikan, akan tetapi dalam 
kedudukannya sebagai representasi syari’at Islam pengganti tugas 
Nabi Muhammad selain kenabian (Marsel Boisard, 1980: 174 ). 
 
Fungsi Masjid Zaman Sekarang 
Menurut hemat penulis setidaknya terdapat 5 fungsi masjid 
sebagaimana digambarkan pada masa awal Islam yang dapat 
dikembangkan saat ini, yaitu :  
1. Masjid sebagai Bait Allah, artinya masjid adalah 
rumah ibadah kepada Allah yang merupakan inti dari kegiatan ta’mir 
masjid. Fungsi ini merupakan fungsi yang sudah tentu berjalan 
dibarisan terdepan dalam aktivitas yang dilakukan di dalam masjid. 
2. Masjid sebagai Bail al-Ta’lim, artinya masjid 
merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pusat 
dakwah dan sebagai tempat transformasi pemahaman keagamaan 
baik itu berupa pengajian, pengkajian, dan pendidikan formal yang 
dilakukan oleh masjid seperti pendirian Majlis Ta’lim, TPA dan 
Madrasah Diniyah. 
3. Masjid sebagai Bait al-Maal, yaitu masjid menjadi 
pusat pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan terutama dalam peranan 
mengorganisir terlaksananya ibadah maliyah seperti ZISWA bagi 
kepentingan masyarakat di sekitar masjid yang berasal dari 
lingkungan masjid itu sendiri.  
4. Masjid sebagai Bait al-Ta’min, artinya masjid 
memiliki kemampuan dalam memberikan jaminan sosial bagi 
jama’ahnya. Pada masyarakat awal Islam, nabi Muhammad 
memberikan tempat khusus bagi kaum suffah dan menjamin 
kehidupan mereka melalui peran masyarakat yang aktif di masjid.  
5. Masjid sebagai Bait Al-Tamwil, artinya masjid 
memiliki kemampuan untuk menghasilkan dana dari kegiatan usaha 
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yang dilakukannya. Sehingga masjid dapat berkembang dan secara 
mandiri memenuhi kebutuhan keuangannya (idaroh al-maliyah).  
Masjid sebagai properti publik membutuhkan pengelolaan 
(manajemen) dalam rangka pemeliharaan dan pelaksanaan fungsinya 
bagi masyarakat. Semakin luas fungsi masjid bagi masyarakat, maka 
semakin dibutuhkan sumber daya manajerial yang tinggi.  
Manajemen keuangan masjid yang dimaksud adalah aktivitas 
atau kegiatan untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan proses yang sistematis 
sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan 
fungsi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan 
orang lain secara efektif dan efesien yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penyusunan, 
penggerakan, pengendalian, pengawasan dan lain-lain sehingga apa 
yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal menurut 
usaha dan potensi yang ada.  
Artinya, aktivitas manajerial akan bergantung kepada tujuan, 
sistem, struktur dan sumber daya yang dimililiki. Kepemimpinan, 
pengawasan dan pengendalian dalam organisasi kemasyarakatan akan 
mengikuti struktur sosial dalam masyarakat tersebut. Sementara 
perencanaan merupakan gambaran dari usaha pencapaian tujuan yang 
ingin diraih dalam organisasi. Penggerakkan dan pengaturan 
merupakan cara yang dipilih untuk melaksanakan rencana. 
Kegiatan organisasi kepengurusan masjid meliputi imarah 
(kegiatan memakmurkan masjid), ri’ayah (pemeliharaan), dan idarah 
(administrasi). Manajemen administrasi masjid (idarah masjid) pada 
garis besar dibagi menjadi dua bidang yaitu (Moh. Ayub, 1996: 33 
):   
a. Idarah Binail Madiy( Physical Management ), yaitu 
manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid, 
pengaturan pembangunan fisik masjid; pemeliharaan, kebersihan, 
ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan 
masjid); pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid; pengaturan 
keuangan serta administrasi masjid.  
b. Idarah Binail Ruhiy ( Functional Management ), yaitu 
pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai ruang 
pembinaan spiritual, pendidikan dan kemasyarakatan. 
  Manajemen masjid pada kedua bidang utama ini 
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membutuhkan salah satu unsur penting dalam manajemen (Hamzah 
Yakub, 1981: 31), yaitu unsur finansial (money). Karena masjid 
merupakan milik publik dan dikelola secara swadaya, maka sumber 
daya finansialnya tentu akan banyak bergantung pada upaya ekonomi 
dan adanya partisipasi masyarakat dimana masjid itu didirikan. 
Masjid sebetulnya memiliki potensi untuk dapat mandiri secara 
ekonomi hal ini disebabkan masjid memiliki modal ekonomi sosial 
(non-finansial capital) yang cukup baik, yaitu modal institusional dan 
modal sosial yang tinggi.  
Modal sosial adalah wujud partisipasi masyarakat terhadap 
persoalan-persoalan yang dihadapi bersama yang digerakkan oleh 
adanya trust dan disokong oleh struktur sosial. Dalam konteks 
manajemen keuangan masjid, modal sosial menjadi penting terutama 
keterkaitan dengan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam 
rangka menghidupkan fungsi masjid bagi masyarakat itu sendiri.   
Salah satu modal sosial yang terbentuk dalam rangka kerjasama 
antar anggota masyarakat adalah sikap kedermawanan (Philanthropy) 
atau sikap partisipatif dalam hal materi dan finansial. Sikap 
kedermawanan dapat tumbuh didorong oleh rasa kepercayaan 
terhadap individu, tatanan dan struktur sosial atau juga disebabkan 
adanya aspek teologis yang memberikan dorongan normatif (doktrin) 
atas perilaku individu dan dijalankan bersama-sama oleh sebuah 
komunitas masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama.  
Kegiatan ekonomi masjid memiliki potensi yang tinggi dengan 
adanya pasar yang tetap (captive market), yaitu masyarakat yang 
menjadi jama’ah masjid dan masyarakat lain yang memanfaatkan 
usaha dari kegiatan masjid tersebut. Loyalitas pasar usaha masjid 
didorong oleh manfaat dari keuntungan yang dipergunakan bagi 
kepentingan masjid itu sendiri.  
Beberapa sumber daya keuangan masjid yang telah dilakukan 
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan masjid 
adalah :  
1. Kegiatan partisipasi philantropi, seperti ZISWA  
2. Kegiatan usaha mandiri seperti LKMS, penyewaan gedung, 
toko buku, kantin, dan lain-lain 
3. Kegiatan program bantuan dari pemerintah  
 
 




Perekonomian Melalui Konsep Syari’ah 
 Pembentukan koperasi syariah dalam kegiatan ekonomi 
masjid adalah dalam rangka menaungi organisasi bisnis yang berada 
langsung di bawah organisasi Takmir Masjid. Fokus koperasi adalah 
mengembangkan usaha ekonomi yang menguntungkan yang secara 
langsung dapat memberi kontribusi finansial bagi masjid. Koperasi 
yang dibangun dapat berupa koperasi jasa keuangan syariah yang 
selama ini telah berkembang pesat, dan bentuk koperasi serba usaha 
lainnya. 
  Badan hukum koperasi dipilih karena koperasi memiliki 
kekuatan hukum yang kuat dan merupakan usaha yang 
kepemilikannya berbasis komunitas dalam hal ini dimiliki oleh para 
jamaah. Sumber dana dapat berupa wakaf tunai atau pun temporer 
dalam bentuk tabungan yang secara rutin dihimpun dari jamaah. 
 Pada sektor riil masjid dapat mengelola poliklinik, jahit dan 
obras mukena yang siap dipasarkan, menyewakan gedung, bahkan 
beberapa masjid sudah berhasil dalam kegiatan agribisnis, peternakan 
ikan dan pembudidayaan sapi sehingga menjadi masjid yang mandiri.  
Kepengurusan Takmir Masjid saat ini memerlukan spirit 
kemandirian usaha yang pada akhirnya masjid tidak lagi bergantung 
kepada “sumbangan”, melainkan secara mandiri membiayai 
kegiatannya dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan 
ekonomi yang dimotori oleh pengurus masjid. 
BMT berbasis masjid (BBM) secara opresional adalah BMT 
yang proses pendiriannya dibidani dari,oleh, dan untuk takmir masjid. 
Takmir masjid mendirikan BMT adalah untuk memberikan contoh 
pengamalan syariah di bidang mu’amalah sekaligus untuk 
pemberdayaan ekonomi jama’ah masjid.  
BMT adalah lembaga yang memberikan dukungan terhadap 
peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil 
kebawah berlandaskan sistem syariah. Lembaga ini terdiri dari dua 
bagian yang disebut dengan Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul 
Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan 
zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil 
mengembangkan usaha produktifdan investasi dalam meningkatkan 
kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro 
diantaranya dengan cara memotivasi kegiatan menabung dan 
pembiayaan usaha ekonomi. Sedangkan apabila dilihat dari setatus 
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badan hukumnya, BMT merupakan organisasi keuangan informasi 
dalam betuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM).  
BMT dapat digambarkan sebagai wadah untuk mengumpulkan 
yang bersumber dari potensi masyarakat, yang kemudian 
dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan tuntunan syariah, dari, oleh 
dan untuk masyarakat sendiri dalam rangka meningkatkan taraf 
kesejahteraan dan memperkuat ekonomi umat. Dengan demikian 
maka jelas bahwa BMT adalah lembaga keuangan berkarakter 
syariah. Kegiatannya bertujuan pada penguatan dan pengembangan 
usaha rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. 
Namun demikian, BMT bukanlah semata-mata lembaga sosial, tetapi 
juga lembaga ekonomi yang dihalalkan untuk mencari profit melalui 
cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. 
Setelah hijrah ke Madinah kegiatan pertama dari gerakan Nabi 
adalah mendirikan masjid. Nabi bersama sabat bergotong royong 
membangun masjid, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid 
juga difungsikan untuk beberapa tujuan lain, seperti: tempat 
pertemuan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), kesekertariatan 
mahkamah agung, markas besar tentara, kantor urusan luar negeri, 
rumah bagi para tamu, pusat pendidikan, tempat pelatihan bagi para 
penyebar luas agama (seperti pesantren), asrama, baitul maal, tempat 
para dewan, dan utusan. Singkatnya, pada waktu itu masjid sebagai 
Islamic Centre. 
BMT yang menjadi lembaga keuangan umat sudah ada pada 
masa Rasulullah saw (1-11 H/622-632 M). Ketika kaum muslimin 
mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. 
Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian 
ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah swt dalam Al-Qur’an 
surat Al-Anfal ayat 1:  
Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, Harta rampasan 
perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah 
kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan 
taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-
orang yang beriman.‘ (QS. al Anfal (8):1) 
Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan hukum pembagian 
harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh 
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kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang 
kepada Rasulullah saw untuk membagikannya sesuai pertimbangan 
beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. 
Dengan demikian, ghanimah perang Badar ini menjadi hak bagi 
Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh waly al-amr 
kaum muslimin yang pada saat itu adalah Rasulullah saw sendiri 
sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum 
muslimin.  
Awalnya, Baitul Mal lebih diartikan sebagai pihak (al-jihah) 
yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa 
pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum 
mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu 
harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang 
diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin 
serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah 
SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian 
darinya (al-khumus) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-
nundanya lagi. Beliau segera menyerahkan dan menunaikan 
pembagaian sesuai proporsinya masing-masing. Dengan kata lain, 
bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah 
hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera 
dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada 
atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya 
tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya (Sudarsono. 2004: 
128). 
Sementara itu di Indonesia, yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam, ada kerinduan terhadap munculnya kembali lembaga 
keuangan pada awal Islam. Hal ini di samping semangat 
keberagamaan yang semakin meningkat,juga didorong dengan 
gagalnya lembaga-lembaga ekonomi yang ada dalam meningkat-kan 
produktifitas dan kegiatan ekonomi yang ada pada era pasar bebas. 
Akhirnya, pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri 
lebih dari 300 Baitul Mal Wa Tamwil,10 yang dalam istilah 
Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu 
(disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100–150 
pengusaha kecil bawah. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga 
keuangan yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, 
yaitu:  
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1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber 
seperti zakat, infaq dan sedekah, dan lain-lain yang dapat 
dibagikan/disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi 
kemiskinan. 
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai 
tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber 
dari manusia.  
BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus 
lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT 
berupaya menjadi jawaban terhadap problematika keuangan dan 
kemiskinan. Isu kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat 
adalah hal yang menjadi tujuan dimunculkannya BMT pada era 
modern ini.  
 
Simpulan  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran masjid 
dalam pemberdayaan ekonomi jama’ahnya telah ada contohnya 
dalam sejarah dan tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW 
dan sahabat, yaitu dengan dibentuknya Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT).  
Kondisi riil fungsi masjid saat sekarang ini masih jauh dari 
contoh zaman Nabi. Kondisi riil ini diperparah dengan persepsi 
sebagian masyarakat yang belum bisa menerima pemfungsian masjid 
dalam banyak aspek kehidupan termasuk pemberdayaan ekonomi 
masyarakat dan jama’ahnya. Meskipun demikian, pemberdayaan 
ekonomi masyarakat berbasis masjid memiliki prospek yang cukup 
cerah karena didukung oleh kondisi masyarakat yang terus 
mengalami transformasi ke arah modernitas. Tinggal bagaimana 
menyiapkan tenaga dibidang manajemen yang ahli, jujur, dan ikhlas.  
Berbagai upaya pemberdayaan dalam kehidupan sosial 
bermasyarakat memiliki kendala yang berbeda-beda, namun bisa jadi 
kita dapatkan kendala yang sama. Setiap upaya pemberdayaan yang 
dilakukan akan berjalan dengan baik jika ada kerjasama yang optimal 
dari semua pihak yang terlibat. Banyak faktor yang menyebabkan 
suatu upaya pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal atau 
tidak diantaranya adalah: ketersediaan dana, keterlibatan secara aktif 
parapartisipan, adanya penggerak yang progresif, dan semua unsur 
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yang dibutuhkan dalam tindakan pemberdayaan tersebut dapat saling 
bekerjasama dengan baik. 
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